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ABSTRAK

Pegadaian sebagai perusahaan yang mengemban amanat
pemerintahuntukmembantumeningkatkanberbagaiprodukdanlayanan
jasa keuangan terutama bagimasyarakat menengah ke bawah
berdasarkan hukum gadaidan fidusia.Pegadaian telah mengalami
sejumlahpergantianstatus,terakhirdengandikeluarkannyaPPNomor51
Tahun2011tentangPerubahanBentukBadanHukumPerusahaanUmum
(Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Perkembanganekonomiduniayangsemakinterbukadankompetitif
mengharuskanPegadaianuntukmengoptimalkanperandengancara
melakukanperubahanbentukhukummenjadiPT(Persero).Permasalahan
dalam skripsiini1)Bagaimana proses perubahan bentuk hukum
PegadaiandariPerum menjadiPT (Persero)?2)Apaakibathukum
perubahanbentukhukum PegadaiandariPerum menjadiPT(Persero)?
Metodepenelitianyangdigunakandalam penelitianiniadalahyuridis
normatif.Teknikpengumpulandatayangdilakukanadalahstudidokumen
dan wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses
perubahanbentukhukum PegadaiandariPerum menjadiPT(Persero)
dilakukandenganmenyerahkanhasilkajiandansuratpermohonanuntuk
mengubahstatusPegadaianolehKementerianNegaraBUMN kepada
Departemen Keuangan untukmendapatkan persetujuan dariMenteri
Keuangan untuk kemudian diusulkan kepada Presiden,penyusunan
rancanganperubahanbentukbadanhukum olehDireksi,diumumkan
melaluiRingkasanRancanganPerubahanBentukHukum dalam surat
kabarMediaIndonesiapadatanggal18November2010,diumumkan
secara tertulis kepada seluruh karyawan, memperoleh surat
pemberitahuantidakkeberatandarikreditor,mendapatkanpersetujuan
penyusunanRancanganPPdariPresidenRI,mendapatkanpersetujuan
dariMenteriBUMNsebagaiPemilikModalPerumPegadaian,melakukan
harmonisasiterhadapRancanganPPtentangPerubahanBentukBadan
Hukum sebagaimana disampaikan oleh Ditjen Peraturan PerUUan
KementerianHukumdanHAM,MenteriBUMNmenyampaikanrancangan
PPtentangPerubahanBentukBadanHukum kepadaPresidenRI.Akibat
hukum perubahanbentukhukum PegadaiandariPerum menjadiPT
(Persero)yaituberubahnyabentukperusahaan,organdanpenyelenggara
negara,modaldansaham sertapenambahankegiatanusaha.Untukitu,
BUMN yang telah memenuhipersyaratan perubahan bentukhukum
disarankan untuk merubah bentuk hukumnya menjadiPerusahaan



Perseroan(Persero)agarlebihefektifdanefisiensertamampubersaing
dalam eraglabalinidanagarpencariankeuntunganperusahaanmelalui
optimalisasiasettidakmengganggukewajibanpelayananumum meski
tujuanutamaPerseroadalahmengejarkeuntungan.


